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ABSTRAK

Putra, R.D & Arza, F.I. (2022). Pengaruh Otonomi Keuangan, Akumulasi
Surplus dan SiLPA Terhadap Perubahan Belanja bantuan Sosial
Pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di

Sumatera Tahun 2017-2020).

Pembimbing : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh
otonomi keuangan, akumulasi surplus, dan SiLPA. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2017-2020. Teknik
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel sebanyak
51 kecamatan dengan periode 4 tahun. Metode statistik menggunakan analisis
regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi keuangan,
akumulasi surplus, dan SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran

bantuan sosial.

Kata Kunci : Otonomi Keuangan; Akumulasi Surplus; SiLPA; Perubahan

Anggaran Belanja Bantuan Sosial
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap organisasi pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk
mewujudkannya, diperlukan strategi-strategi dengan pertimbangan pasar
eksternal, lingkungan teknologi dan ekonomi. Salah satu faktor bentuk dari
implementasi ide dan strategi tersebut adalah melalui proses penganggaran.
Anthony & Govindarajan (2005) mengemukakan bahwa anggaran merupakan
alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif
dalam organisasi. Anggaran berfungsi sebagai bentuk penegakkan tanggung
jawab menejemen dan pelaksanaan akuntabilitas eksternal.

Pada organisasi sektor publik, anggaran erat kaitannya dengan
akuntabilitas/pertanggung jawaban terhadap publik. Hyde (1992) menyatakan
bahwa penganggaran pada sektor publik bersifat elektrik-multidimensional,
artinya penganggaran sektor publik mencakup area mencakup sifat yang
secara umum seperti mencatat hasil kebijakan, merangkum prioritas
kebijakan, tujuan program serta sasarannya; dan menggambarkan upaya
layanan total pemerintah; pengukuran kinerja, dampak dan efektivitas
keseluruhan. Membuktikan bukti bahwa anggaran sektor publik menjadi
dasar kebutuhan bagi pemerintah dalam melakukan tugasnya untuk melayani
masyarakat.

Anessi-Pessina et al., (2012) mengatakan perubahan anggaran dan

penganggaran merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan terutama pada



perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Data tersebut diambil dari Kota
Italia untuk menguji hipotesis tentang penyebab utama dari perubahan
anggaran, menyebabkan perubahaan anggaran sangat dipengaruhi oleh
tingkat inkremental dalam proses penyusunan anggaran awal, serta oleh
beberapa faktor internal seperti fiscal stress, varians anggaran dan perubahan
sisa lebih perhitungan anggara. Perubahan anggaran juga dipengaruhi oleh
faktor eksternal seperti kondisi keuangan dan politik (Agus Purwanto, 2016),
budgeting and rebudgeting in local goverments: siamese twins? (Anessi-
pessina et al., 2012).

Lu dan Facer (2004) percaya bahwa salah satu faktor yang
mempengaruhi perubahan anggaran adalah variabel status keuangan
pemerintah dan sumber daya yang lemah, ketika otonomi fiskal berupa
pendapatan asli daerah (PAD) lebih tinggi, perubahan anggaran lebih kecil,
dan revisi tahun sebelumnya lebih tinggi, dan perubahan anggaran lebih kecil,
ini didukung oleh penelitian sebelumnya (Purwanto, 2016), yang menyatakan
bahwa dalam hal ini otonomi keuangan adalah realisasi pendapatan asli
daerah (PAD) dibagi dengan realisasi pendapatan total. Variabel otonomi
keuangan berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran belanja bantuan
sosial.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rancangan
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan
disetujui oleh Dewan Perwakilan Pakyat Daerah, yang berorientasi pada

tujuan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk rencana kerja pemerintah



daerah selama satu tahun dalam bentuk satuan moneter, yang disampaikan
oleh pihak eksekutif setiap tahunnya dengan memberikan informasi rinci
kepada publik dan legislatif (Mardiasmo, 2002). APBD disusun satu tahun
sebelum pelaksanaannya, maka akan terjadi penyesuaian selama tahun
berjalan.

Forrester et al, (1992) mengemukakan bahwa setelah anggaran
ditetapkan akan terjadi suatu perbedaan antara jumlah anggaran yang
direncanakan dengan jumlah yang dibutuhkan selama anggaran tersebut
dilaksanakan, sebab dalam anggaran yang disusun pada suatu periode tidak
sepenuhnya dapat memenuhi atau menangkap kebutuhan organisasi, hal ini
dikarenakan anggaran disusun berdasarkan asumsi dan estimasi, jadi
pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan tidak selalu berjalan lancar sesuai
yang diharapkan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian berupa
perubahan anggaran.

Di banyak kota, perubahan anggaran merupakan faktor umum dan
penting dalam proses penganggaran (Forrester et al., 1992). Perubahan
anggaran merupakan upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana
keuangannya agar sesuai dengan perkembangannya. Perkembangan tersebut
dapat berakibat pada peningkatan anggaran pendapatan penerimaan dan
belanja pengeluaran, dan begitu pula sebaliknya. Walaupun perubahan
anggaran merupakan faktor umum dan pasti terjadi pada pemerintah daerah
perubahan anggaran sendiri memiliki masalah keagenan pada para pembuat

kebijakan anggaran. Praktik perubahan anggaran menjadi sarana bagi



legislatif dan eksekutif untuk saling menyesuaikan kepentingan masing-
masing, sehingga proses penganggaran maupun perubahan anggaran tidak
selalu mencapai proses yang lebih rasional.

Proses penganggaran dan perubahan anggaran menjadi ajang adu power
masing-masing pihak dalam menentukan arah, kebijakan, maupun strategi
saat proses penganggaran dan perubahan anggaran, hal ini menyebabkan
seringnya mengorbankan kepentingan publik. Selain itu perubahan anggaran
yang telah dilakukan tidak dijalankan secara rinci dan tidak tercantum pada
laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga masyarakat tidak mengetahui
latar belakang terjadinya perubahan dalam setiap komponen APBD dan
akibatnya masyarakat tidak dapat secara efektif mengontrol dan mengawasi
pelaksanaan APBD, sebab proses pembahasan dan penetapan anggaran
perubahan relatif tertutup dari pengamatan publik sehingga terdapat persoalan
keagenan yang besar.

Perubahan pada setiap elemen APBD memiliki latar belakang yang
berbeda, baik untuk perubahan anggaran pendapatan maupun perubahan
anggaran belanja (Abdullah & Nazry, 2015). McCaffrey (1999) menyatakan
bahwa dalam fungsi pengendalian, manajemen sering memberikan
rekomendasi untuk melakukan perubahan anggaran pada proyek atau
kegiatan agar sesuai dengan perkembangan di lapangan. Forrester et al.,
(1992) menyebutkan bahwa perubahan pada komponen belanja sering
diartikan sebagai perubahan terpenting pada anggaran pemerintah dan sektor

publik lainnya, karena anggaran belanja merupakan parameter kualitas



pelayanan publik yang dapat diberikan dan merupakan prioritas
pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu, karena masalah keagenan, anggaran belanja menjadi
komponen yang diperhatikan oleh pihak eksekutif dan legislatif dalam
menunjukkan self interestnya. Pihak eksekutif akan memanfaatkan perannya
sebagai pihak yang memiliki informasi paling banyak seperti untuk
mengusulkan anggaran yang lebih besar atau lebih kecil dari target
(budgetary slack). Berbeda dengan legislatif, legislatif memiliki decretionary
power untuk mengusulkan, mengubah, atau menolak anggaran. Contohnya
ketika bantuan luar negeri ditunjukan untuk peningkatan kualitas pendidikan,
mereka akan menggeser alokasi dana yang sebelumnya sudah disiapkan untuk
sektor pendidikan ke sektor lain, namun ketika bantuan tersebut ditujukan
untuk mendukung investasi publik, mereka tetap mempertahankan alokasi
dana yang telah disiapkan untuk investasi tersebut.

Dilansir dari dkpd.sumbarprov.go.id, terjadi keterlambatan penetapan
pada Perda APBD karena masalah konflik kepentingan dalam pembahasan
APBD terkait belanja bantuan sosial. DPRD selaku lembaga legislatif
bersikeras meminta alokasi dana bansos-hibah sebagai dana aspirasi sebesar 2
miliar rupiah per anggota yang disalurkan pada konstituen dalam berbagai
program, selain itu pemerintah daerah sebagai eksekutif dinilai
mementingkan ego pribadi atau kelompok dengan tidak menampung program
strategis dan prioritas SKPD. Program strategis tersebut seperti program

jaminan Kesehatan Nasional. Akibatnya banggar DPRD dipaksa mencari



alokasi anggaran untuk program prioritas tersebut, atau dengan kata lain
program yang seharusnya dapat dialokasikan pada belanja bantuan sosial,
harus dilakukan rasionalisasi belanja di SKPD. Perdebatan tersebut
mengakibatkan alokasi belanja bantuan sosial untuk perseorangan dinolkan
oleh DPRD dan kembali dianggarkan pada saat APBD perubahan, hal ini
dilakukan agar pengesahan dapat segera dilakukan. Dengan hal tersebut,
tentunya perubahan APBD yang dilakukan di kemudian hari tidak sesuai
dengan konsep ideal penganggaran dan tidak memiliki perencanaan yang
bagus.

Proses berkelanjutan dari pelaksanaan anggaran dan perubahan anggaran,
terutama perubahan anggaran belanja bantuan sosial yang dilakukan oleh
pemerintah daerah menghasilkan persetujuan anggaran, yang juga merupakan
hasil dari proses pengambilan keputusan manajemen, inilah yang
menyebabkan perubahan pada komponen anggaran belanja, termasuk belanja
bantuan sosial memiliki keterkaitan dengan beberapa variabel atau faktor
yang mempunyai pengaruh atas proses dalam anggaran tersebut (Annesi-
Pessina et al., 2012).

Penelitian ini merujuk pada riset-riset terdahulu yang telah melakukan
studi terkait berbagai variabel yang mempengaruhi perubahan anggaran
maupun perubahan anggaran belanja, diantaranya penelitian Annesi-Pessina
et al.,, (2012). Abdullah & Rona (2014), Purwanto (2016), Junita & Abdullah
(2016), dan Afrah et al., (2018). Annesi-Pessina et al., pada tahun 2012

melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi re-budgeting.



Re-budgeting atau perubahan anggaran yang difokuskannya adalah perubahan
anggaran belanja. Dalam penelitiannya faktor yang mempengaruhi re-
budgeting terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri atas
fitur organisasi dan kondisi keuangan pemerintah daerah. Sedangkan faktor
eksternal terdiri atas variabel politik dan lingkungan sosial ekonomi setempat.
Hasilnya re-budgeting dipengaruhi oleh degree of incrementalism dalam
proses penyusunan anggaran awal, selain itu juga faktor internal dan eksternal
lainnya, seperti variabel politik, fitur organisasi, kondisi keuangan dan
lingkungan sosial ekonomi setempat.

Hal serupa juga dilakukan oleh Purwanto A. pada 2016 yang meneliti
tentang pengaruh kondisi keuangan dan politik terhadap perubahan anggaran
pada pemerintah daerah di Indonesia. Serupa dengan Annesi-Pessina et al.,
(2012), perubahan anggaran yang difokuskan pada penelitian tersebut adalah
perubahan anggaran belanja. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
variabel kondisi keuangan yang terdiri atas otonomi keuangan, akumulasi
surplus, revisi surplus dan kondisi politik yang diwakili oleh fragmentasi
politik dan tahun sejak pemilu berpengaruh terhadap perubahan APBD
Kabupaten/kota di Indonesia.

Serupa dengan itu, Afrah et al., (2018) melakukan penelitian tentang
pengaruh varians anggaran terhadap perubahan anggaran dengan variabel
ukuran legislatif sebagai pemoderasi, dan menyatakan bahwa varian
pendapatan dan varians pengeluaran berpengaruh terhadap perubahan

anggaran belanja dengan diperkuat atau tidaknya oleh ukuran legislatif.



Selain itu, Junita & Abdullah (2016) melakukan studi tentang pengaruh
tekanan fiskal dan ukuran legislatif terhadap perubahan anggaran. Hasilnya,
variabel ukuran legislatif memiliki berpengaruh positif terhadap perubahan
belanja dan tekanan fiskal memiliki pengaruh negatif.

Berbeda dari penelitian-penelitian di atas, Abdullah & Rona (2014)
melalui penelitiannya, hanya melakukan studi terhadap faktor yang
mempengaruhi perubahan anggaran dan fokus pada faktor internalnya saja.
Faktor-faktor tersebut adalah pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan
SiLPA. Hasilnya Abdullah dan Rona (2014) membuktikan bahwa faktor
internal tersebut berpengaruh terhadap perubahan belanja modal.

Penelitian ini menggunakan variable-variabel yang mengacu pada
penelitian Annesi-Pessina et al., (2012), Abdullah & Rona (2014) dan Junita
& Abdullah (2016). Fokus penelitian ini adalah pertama, penelitian ini
mencoba untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi perubahan belanja bantuan sosial. Sedangkan penelitian
terdahulu lebih banyak menggunakan perubahan total belanja, belanjaan
modal dan belanja barang jasa. Kedua, Pemerintah kabupaten atau kota di
Sumatera yang digunakan sebagai objek pengamatan, digunakan untuk
menindaklanjuti saran penelitian terdahulu, yaitu dengan memperluas objek
penelitian Junita & Abdullah (2016) dan Afrah et al., (2018), yang hanya
melakukan studi pada salah satu provinsi di pulau Sumatera. Ketiga,
penelitian ini mencoba memfokuskan studi dengan menggunakan faktor-

faktor internal Pemerintah Daerah yang mempengaruhi perubahan anggaran



belanja dan sosial. Sedangkan penelitian terdahulu lebih banyak
menggabungkan faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal tersebut
merujuk pada penelitian Annesi-pessina et al., (2012), Abdullah & Rona
(2014) dan Junita & Abdullah (2016) yang merupakan faktor keuangan
internal pemerintah daerah. Variabel yang peneliti gunakan sebagai faktor-
faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran belanja bantuan sosial
pemerintah daerah adalah otonomi keuangan, akumulasi surplus dan selisih
lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

Menurut Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin (2004: 379)
Otonomi keuangan adalah segala hal tentang hak dan kewajiban pemerintah
daerah dalam kegiatan penyelenggara pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kekayaan. Pemerintah daerah di Indonesia
melakukan penyesuaian anggaran setiap tahun. Perlu dikaji faktor-faktor yang
mempengaruhi perubahan anggaran, seperti otonomi keuangan, untuk
memberikan APBD yang terbaik dan memberikan kesejahteraan yang baik
kepada masyarakat (Purwanto, 2016). Anggaran merupakan perkiraan kinerja
yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu yang ditentukan dalam
ukuran finansial.

Variabel akumulasi surplus dapat mempengaruhi perubahan anggaran
belanja bantuan sosial melalui terakumulasinya surplus ditahun-tahun
sebelumnya lebih besar dalam penganggaran awal sehingga dibutuhkan

perubahan anggaran yang besar juga (Purwanto Agus, 2016). Penelitian yang
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dilakukan oleh Bertha Abadiarti (2014) menemukan bahwan akumulasi
surplus mempunyai pengaruh positif terhadap variabel perubahan anggaran
belanja bantauan sosial, semakin tinggi akumulasi surplus dalam keuangan
daerah, maka semakin tinggi perubahan anggaran belanja bantuan sosial.

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, SiLPA
merupakan surplus dari realisasi anggaran penerimaan dan pengeluaran
selama suatu periode anggaran. SiLPA dapat digunakan sebagai sumber
pendapatan internal pemerintah daerah dan dapat dipergunakan untuk
mendanai kegiatan pada tahun berjalan. Abdullah & Rona (2014)
mememukan bahwa perubahan yang terjadi pada SiLPA berpengaruh positif
terhadap perubahan anggaran belanja. Didukung penelitian Rizqiyati et al.,
(2019) menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan
anggaran belanja bantuan sosial pada pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka perlu dikaji
faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perubahan anggaran pada anggaran
belanja bantuan sosial untuk meningkatkan kualitas anggaran pemerintah
daerah sehingga memberikan manfaat untuk masyarakat. Riset perubahan
anggaran belanja secara umum belum membuahkan hasil yang konsisten,
khususnya perubahan anggaran belanja bantuan sosial masih sedikit
dilakukan, maka judul yang peneliti ajukan pada penelitian ini adalah
“PENGARUH OTONOMI KEUANGAN, AKUMULASI SURPLUS DAN
SiLPA TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BANTUAN

SOSIAL PADA PEMERINTAH DAERAH”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari paparan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah pada

penelitian ini yaitu:

1.

Bagaimanakah otonomi keuangan dapat mempengaruhi perubahan
anggaran belanja bantuan sosial pada pemerintah kabupaten/kota di
Sumatera?

Bagaimanakah akumulasi surplus dapat mempengaruhi perubahan
anggaran belanja bantuan sosial pada pemerintah kabupaten/kota di
Sumatera?

Bagaimanakah SiLPA dapat mempengaruhi perubahan anggaran

belanja bantuan sosial pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka adapun rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1.

Untuk menguji pengaruh otonomi keuangan terhadap perubahan
anggaran belanja bantuan sosial pada pemerintah kabupaten/kota di
Sumatera.

Untuk menguji pengaruh akumulasi surplus terhadap perubahan
anggaran belanja bantuan sosial pada pemerintah kabupaten/kota di

Sumatera?

. Untuk menguji pengaruh SiLPA terhadap perubahan anggaran belanja

bantuan sosial pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera?
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D. Manfaat Penelitian
Secara rinci manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi Penulis
Penelitian ini bermanfaat sebagai alat untuk mengembangkan
intelektual dalam berpikir ilmiah dan pemecahan masalah serta
menambah pemahaman tentang kapasitas fiskal pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah
Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait
pengelolaan keuangan daerah, baik pada tingkat Pemerintah Daerah
maupun Pemerintah Pusat.
3. Bagi Akademisi
Sebagai rujukan dan data tambahan bagi penelitian lain dalam

bidang sejenis.



